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Mengingat

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2021

TEN TANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN: RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Daerah sebagaimatia
dengan Undan

iTatiin. 12014 tentang
ayat (1) Peraturan

ah _{APBD), Tahun, Anggaran 2022 kepada Dewan
<) ‘at Daerah (DPRD) untilk memperoleh persetujuan

,,,,,

1Rr«méangan ‘ Peramran Daerah tentang Anggaran

Peridapatan ‘dan Belan_]a Daeral yang ' diajukan- sebagmmand
dithaksud “pada hurdaf a}’ n'ferupakan perwu_]utlan dan Rentana
Kerja Pémerintah ‘Daerahi’ Tahun 2022 yang dljabarkan Ke dalam
- Kebijdkatts Umufn ~ APBD " serta ™ Prioritas 'déan' ’Plafon ‘Anigparan
Sertenitara yang “telah: d1$épakat1 Pemenntdh Daerah “oersama
DPRD padia tan'ggal 3'Nopember 2021;’ e e :

c. bahwi: berdasarkan’ pert:mbangén Sebagalmana dimaksud’ dajam
huruf & “dah huruf b, pérlu ménetapkan Peraturdn’ Daérah ‘tentarng
Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah Kabupaten Jeinber
Tahh‘n Anggax‘an 2022

1Pasa1 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk
Ihdonesia Tahu# 1945; :

2, Undang :Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
. Daerah:daerah™ Kabupaten di lmgkungan Pr0p1n51 Jawa Tim‘ur
[Ben f.:"‘Negara Repubhk Indonesw\ Tahun 1950 ' Nondor - 41)
seBagaJinéna 'telali ‘diubah ‘dengan - 'Undang-Undahg ' Némiot"'2
Tahun 1963 ! ten‘tang Perubahan Batas Wilayah . Kotapraja
Sura‘baya dan DaErah Tingkat 8l Sdrabaya dengan Mengubah
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

)
Py

(Lembaran Negara . Repubhk Indonesia Tahun .1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik’ Indone51a Nomor 2730)8

,,,,,

AUTSERSTRIE N

G AL AT M R N OITI0 T L




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang .- Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

.. Keuangan Antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Dge’r‘a.h

o (Lembaran Negara Repubhk Ind,onesla Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang Undang Nomor 28 ’l‘ahun 2009 tentang PaJak DaErah

' dan’ Retrlbusa Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indo
Tahun 2009 Nomor 13b Tambahan Lembaran Neg repubhk
Indone51a Nombor 5049); =~ *

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 @embentukan
Peratiiran” ‘Pérundarng- undangan (Let t:ﬂbgan‘r‘am Repiiblik

Indotiesia Tahun 2009 Nomor :. ﬁafrﬂb ' Ter ’l}'ai-eiri egara
repu’bhk IndoneSIa Norn , 15ebagai i

18 [Fahgn /9
0

~3011 tentang

o

(Lembarap Nega.ra

h| 20p9 Womor | 183, Taﬁﬁbahan
fone 1a Nomor 6398}, AN

ahun 2()14 tentahg ‘Pemermtahan

11111

7). 'seha ".mana telah dlubah beberapa kah terakhir dengan
-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubathan Kedua
itas' U‘ndang-Undéng Noror - 23" Tahuin - 2014 tentang
Pemeﬁntahaﬁ ‘Daerah (Lernbaran Negara' ‘republik’; Indohema
" Tahiut’ 2015 ‘Nomor 58, Tarnbahain Lembaran Neg‘ ra Repubhk
fnddnesla N’o‘mor 5679) TN : e 3 TR

Peraturan Pemenntah Norno T-‘-109 ’I‘ahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Képala, Daérah dan’ Wakil' ‘Kepala “Ddersh
[Lembarah Negara Repubhk Indoné'sm TaHun: 2000 Nomor . 210

“ Tambghan Lembararn Negara. Repubhk indorésia Nomor 4008);

11. Peraturan“Pemenntah Nomior:23- “PEHUR 2005 tentang Pengelolaaﬁ

g Keuangan Badan ' Layanan  Umuim’ (Lembaran | ‘Négara' Relﬁ)ubhk
Indcmema Tahun 2012 Nomot’ 171 Tambahan Lembaraq egara
Repubhk Indonesia ‘Nomor 5340) sebagalmaha telah (flu'beiﬁ
dengan Perdtaran Pemerintah’ Republl _\"‘Indones1a‘ ‘Nomiot'* 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Pératiirahl’ Pethétintah Nortior 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaaii’ Kedangan: Badati Layaﬁan
U ﬁﬁi’(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2012 Nomor
171, .‘Pam‘bahan Lembaran Negara Repubhk Indﬂnema, Nomor
5344 -

12. Perat)uran Pémermtah Nomor 55 Tahun 200‘ ?'Tentang Daha
Pehmbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonésia Tahun 2005
- Nomor® 137; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
met)r4575) S F i biTy

13. PEraturan Pernerlntah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan
dan’’ EValuaSI Penyelenggaraan PEmermtah Daerah (Lcmbara,n
Negara Repubhk Indones1a Tahun 2019 Nom()r 52 Tambahaﬂ
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14.

15.

16.

17.
: daﬁ Pengawasan Penyele
a Negara Repubhk Inderiesj

18.

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik
Indonema Nornor 4972) sebagmmana telah beberapa kali d1ubah
terakhir. dengan :Peraturan Pemerintah -Nomor 1’ Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomior 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); '
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur ‘sebagai” Wakil Pemenntah di’ Wllayah Provinsi Jawa

' Tlmur (Lembaran Negara Repubhk Indénema Tahuh 2010 N‘orhor

510?), e wTs i
Peratur’an Pemenntah Nonior 71 Tahun 2010 te:nt 2 andar
Akthtansi” Pemenntahan (Lembaran Negara Re b k Tndontesm
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lénib ran o !
Indonéma Nomor 5165) ' '
Peraturan Pemenntah Nomor 1 .

Lembaran Negara Re ubl & iy
Peratur D '- e

Ké., fgan dan

2017 4 0B); :
rAtirah Per -Ea : omor 12 Tahun 30 19 tentang Pengelolaan
jangan Da (Lembaran Negara Repubhk Indones1é ’_fahun
20 ‘;?Na’ 42) '
eraturan M’enten Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012 Tentang

edomaﬂ Pengelolaan Inv¢stas1 Pemenntah Daerah (Berlta Negara
, Repdbhk Inidonesia Tahun 2012 Nomor 7 54)
. Peraturan Menten dalam Negen Nomor 62’ Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keugngan i Daerah serta
" Pelaksanaan dan Pertangg‘ung]awaban Dana Operasmnal (benta

22.

TG

23,
e Pedoman Teknls Pen elolaan Keuangan Daerah (Benta Negara

" Pembarigunan’ ‘dah Keqangan Daérah (Berlta?

negara“Repubhk Indonesu;i Tahun' 2017 Nomor 1067); s
Peraturan ' Menten Datdrm’ Negerl ‘Nomor- 90 “Tahéh 2015 tentang
Kla31ﬁka31 Kodeﬁka51 -dan;. - Nomenklatur ..;Pgrencanaan
: egara Republlk

Indonﬁsm ’I‘ahun 2019 Nomor 1447), ‘ ,
Peratufan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Tata | Cara Penghﬂ:ungan Penganggar_an Dalam’ Aﬁggaran
Pendapatan “Dan Belanja Daerah,’ Dan"’Terub Admmlstra$1
PengaJuaﬁ ’ Penyalura_n Dan " Laporan Pertanggungfawaban

. Penggunaan 'Bantuarn Keuangan 'Partai P ‘ht]rk {Berita Negara
" Republik Indones1a Tahun 2018 Nomor 630) Sebageumana tetdh
. ditbah dEHgan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor' 78 Tatiun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri - Dialarm’ ‘Negeri

- Nomor /36" Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
o Pengariggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

Dan Tert1b Admlmstram Pengajlian Penyaluran Dan Laporan

Pertanggungawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partal
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Politik (Benta Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor.
1777); :
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang’
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan :Daerah . tentang
Anggaran Perxdapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan.
Daerah tentang’ Perubahan Anggaran -Pendapatan dan '‘Bélanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah.tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturah Kepala * Daerah .tentang Penjabaran ' Perubahan
Anggaran Pendapatan - dan - Belanja Daerah - (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
LPedo;nam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan'Belanja D4érah
.. Tahun Anggaran 2022 (Benta Negara Repubhk Indonesm'l Tahun
LT 2021 Ndmor 926 . f?:; 0 CRCRT LN
27. Peraturan Daeral‘l I{abupaten Jémber Nomor 1+ Tahuﬁ’ 206
tentdng’’ Pokok-l'—’okolé Pengeloléan Keuangan "'Peh nhtaﬁ
Kabupaten' Jernber (Lerhbaran Daerah KaBupate -3 rhberr Tahun
200(9\‘Nomor 1) T 5

BAERAT TENTANG: ANGGARAN PENDABATAN ‘AN
KERAH TAHUN ANGGARAN 2022, o

. o | Pasa_l 1

Dalam-Pératuran, Da.era,h 1n1 yang dlmaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Jember: :

2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Jember

3. Bupati adalah Bupati Jember '

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang d1aku1'ksebaga1 pena.rnbah

_.  nilai kekayaan ber31h‘ dalam penode tahun anggaran berkenaan T

57 BeIanJa Daerah‘ga alah sqmua, kewajlban daera_h yang dlakul sebagau pengurang
nilai kekayaan bersih dalam perlode tahun anggaran yang bersangkutan "

6. Pembiayaan Daerah adalah transgksi . keuangan atas semua penenmaan yang

perlu dibayar kembali de)n/ata,u pengeluara_n yang akan diterima kembali, baik

;pada-tahun: anggaran yang bensangkutan maupun pada tahun tahun anggaran

berlkutny‘& TR T RSVEE R IEE R :

7. Anggaran’ ;Pendapatan d:an1 Belanja Daérah ‘yang:selanjutnya dlsmgkat APBD

adalah Angga,ram Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ,

ah VI

LAl

..w-

APBD Kabupaten Jembeerahun Anggaran 2022 terdn'r atas. Pendapatan Daerah
Belanja Daerah dan Pemb1ayaan Daerah dengan rmc1an sebaga1 berlkut o

NE D, .3 - T e
__________
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a. Pendapatan Daerah  ~ Rp. 3.811.388.265.941,00 (tiga triliun deldpan ratus
e sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta
dua ratus enam puluh-lima ribu sembilan ratus empat -

. puluh satu rupiah)

b. Belanja Daerah Rp. 4. 397 868 785. 319 00 (empat tr111un tiga ratus
sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh
delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga
ratus sernbllan belas rupiah) - '

Defisit Rp. 586 480 519.378,00 (lima ratus delapan puluh
T, - enam_ mllyar empat ratus delapan puluh Juta lima

ratiis ' sémbilan belas n”bu tlga ratus tujuh puluh
delapan r'up1ah) SEHINY

P “

c. Pembiayaan Daerah

, 1[._ Penenmaan
. ania ciit

2. Pengeluaran = Rp.,_

SRR P

. .Pembiayaan Netto-. Bp~

1:’v3ndapatan1 '
Rp.-3.811:388"

siah) yang bérstimber daris
a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan °
.C. ;Lam -lain- pendapat.an daerah yang sah

Pt -; ‘4 R - -
Siscd AR . ,

Pasa.l 4 i 1 Gy

(1) Pendapatan asli daerah Sebagalmana dlrnaksud da.lam Pasal 3 huruf a
; direncanakan sebes; r, Rp 648.584.268.098, 00 (enam ratus, empat uluh

”délapan m;lyar lima, ratUs delapan puluh empat Juta dua ratus ena_mu pulufl
PRI

" deﬁaﬁan ribu sembllanfpuluh delapan fuplah) yang terdln atas R

Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan dan
N d Lam lain Pendapatan Asli-Daerah yang sah.

12) Pa_]ak Haerah sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

i sébesar Rp. 248.621.940.000,00 {(dua, ratus -empat puluhdelapan’ mllyar enam
ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

(8)  Retrjbusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dlrencana,kan

o sebesar Rp 47. 683 673 929 OO (empat puluh tuJuh mllyar enam ratus deIapap

i1 |li il}

’f* 1 i e . Yyl . T R . R
AT Len,:-”‘!, AEEPTR !.-*..‘!\ . - B T :r; \_555 - L_;.-,-_‘-‘ SRS PSS -.-.!_1,;
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puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh
sembilan rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 6.102.248.169,00 (enam milyar
‘seratus dua juta dua ratus ernpat puluh delapan ribu seratus enam-. puluh«
sembilan rupiah). - co T

(5)  Lain-lain pendapatan asli daerah ya.ng sah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 346.176.406.000,00 (tiga -ratus empat puluh
enam milyar seratus tujuh-puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pen&apatan transfer sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 hurdf b direhcahakan
sebesar lf 3 055 251. 411 788 00 (tiga triliun lllma puluh lima. mllyar dua ratus
ratus sebelas rlbu tuJuh rafus delapan puluh delapan _

i

llma pulu satu juta’ em' Jat

t‘uplah] yang terdn‘i ptas _ o

a. Pendapatan transfer pemenntah pusat ‘dant

. B.Per dapatan itransfer a,ntar daerah. ; e

2) Pendapatan transfer pemenntah ‘pusat’ sebagalmana_ ‘ditarak st TAds ayatl (1)
'E}tﬁ_]uh ratus

huruf a dlrencanakan sebesar Rp 2 7‘50 207 210 00 OF‘ o
Jafara de WEna (

A aafurat dan

1 _ sl () e b
¢ " ELaln Ialn pendapatan éésual dengan ketentuan pera’curan E)émnd‘ar?f -
AT RN Ll [SRSY _1 .l |||||| ] m‘ l i ,_s_‘_\u. ‘-.y ‘ \’ J " L t.”';’
7 (2) Pendapatan hibah sebagaurnana dlmaksud pada ayat (1) huruf 8. d1rencanakan

;'sebesgr: Rp. 21.434.337.465,00 {Dua ppluh satu ‘milyar” empat ratus tiga puluh
-empat - Juta tlga ratus tlga puluh tujuh rlbu empat ratus enam puluh l1ma
G DR

(3) Dana‘ dal‘urat s¢ "'agalma.na dlmaksud pada ayat (1)‘ hu_mf b dlrencanakan
se‘beiarlRpOOO (ol mplah) A T L T : A TR

i

!(4] i _ pend"a

’éeﬁagaimana ‘din
é@ 118 248. 590 00

Pasal 7

......

Anggai%{'r'f"1 Bé’l‘an;h Dakrah Tahun Anggaran éOQQ d1rencanakan sebesai

a Beianja bpﬁ‘l’aﬂ
b_ Belanfa modal

Poiies e il A . ERSHET Y R I R H ' oo o B L R
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c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8-

(1): Anggaran belan_]a opera31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.969.492.258.828,00 (dua triliun sembilan ratus
enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan ruplah) yang terdiri

- atas:
a. Belanja pegawai;
. ‘b Belqnja barang dan Jjasa;

' Beian_]a unga;

d Belan_]a ‘subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

i(g) Belanja pegawal se}gggalmana dimaksud pada, ayat (1) huruf a direficanakan

sebesar Rp 1 606{ 17‘4 905 464 00 (satu tnllun enam ratus e_l T 11yar seratus

I raw s‘_ enam puluh

Veaarem V5T

cmpatruplah) o IR Ty |
(3) lge‘lanja “barang dan jasa sebagmmana
dlrencanakan sebesar Rp. 1. 224 747,006

sebesar RP 0 0 O

(5) Beléﬁnj F bsidi selba ayat (1) huruf d direncanakan

2l Leliny " sud pada ayat (I) hurlif e duenéanékéﬁ
] 700’ (Serribﬂan puluh rmlyar tu_}uh puhih 1ma‘-:'uta
{lyh-fimai ribt’ enam ratus tujuh belds tipiahy. o i
‘ " sosial - 'sebagaimana . dimaksud.' pada - ayat (1] huru,f :f
At sebesar Rp 48.494.771. 000 00 (empat puluh delapan rmlyar

s sembﬂan puluh empat JU’Eal t‘-IJUh rafus tuJUh Puluh Saﬁu: r1Bu

Ve s b o by ol o dhimeteoeean
Pasal 9 Y

(1) Ahggarap belanJa . modal sebagalmana dimaksud 'dalam Pasal 7 Huir b
dii‘encanakan sebesar Rp.. 904.540.910.444,00 (sembilan: ratus -empat.. mﬂyar
hrna rétus empat pﬂ’luﬁ: uta sernbllan ratus sépuluh ribu] émpa fatus em

."é.; belanja modaI bangunan dan gedung, o
d béla_nja modal jalan, jaringan, dan irigasi;. * 0 L DT
belem]a ‘modal aset. tetap lainnya; dan
P belanja modal- -aset tidak berwgjud. : : ' R TS ST
{2) Belanja 'modal tanah. sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a d1rencanakan
g 'sebesar Rp.. 75.000.000,00 {tujuh pu.luh lima juta rupiah). - AREIEPISY
3) Be]a' q modal peralatan ‘dan mesin sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf
;b dlrencanakan sehesar" Rp 12Q. 89§ 375 167 00 (Seratus dua puﬁ(uh ,milyar
delapan-ratus sembllan puluh sembildn juta t1ga ratus tujuh puluh ﬁnna ribu
seratus:enam puluh ttuuh rupiah). ¢ L i
(4) BelanJa modal bangunan dan. gedung sebagaimana dlma_ksud pada.: ayat (1)
’ huruf €. d1rencanakan sebesar Rp 140 288 472 383,00 (Seratus empat puluh

"i i Doy



milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu
tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

(5)  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 619.590.833.919,00 (Enam ratus sembilan
bela,s mllyar llma ratus semblla_n puluh Juta delapan ratus tlga puluh tiga . nbu
sembilan ratus sembllanbelas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf e
dlrencanakan sebesar Rp. 23.687.228.975, 00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus
delapan puluh - tujuh Juta dua ratus dua puluh. delapan r1bu sembllan ratus
tujuh puluh lima rupiah).

(7)  Belanja modal aset tidak berwujud sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

AT UERT IS E S

‘Pasallo

Angga;an belanja tldak terdug ‘seba almana dlmaksud dalam 'Pasal 7 hu c
""" 3.322. 131 00 (Empat puluh’ empat’ mﬂyar o8 ratus

semblIan pdlhh tlga Juta tlga ratus dua puluh dua nbu seratus tlga pule _sgﬁp,r}.}pl‘ah)

vang terdlri atas bélanJa tldak terduga NS R

Pasal 11

(1) Ahggaran belanja transfer seb ,;;"‘”' [ dimlak 1”7 Yttt d
irendariakan “sebesar: 'Rp;.. 4 L ka fujuh  puluh
sembilan rmlyar empa 4 ,e, s a_ratus sembllan puluh
tiga ribu sembilan-ratius|enan b"s .

iri atas:.
a. Belana :
SRR Ty

S‘,'b'-' ana \ il sud pada ayat (_I)_‘huruf a_c‘hrencanakan

" isebesar ' Rplj 22.065.196,66(,00 (Dua ‘puluh.dua milyar: enam puluh litna Juta

Vi seratus sémbiian ul b f‘ jam ribu enam ratus enam puluh rupiah). .

{(3) Belanja banitua Zeuangan sebagaimana . dimaksud-.pada‘ ayat. ( 1) huruf b
direncandkazr sebesar Rp. 457.377.097.256,00 (Empat ratus lima puluh tu_]uh

1;1111 1ga ratus tujuh. puluh tujuh Juta sembllan puluh tujuh rlbu dua ra,tus

’pul“uh enam rup1ah)

i ‘ o {,;: :.;': i. i Pasal 12

_m’bfayaan daer;a_h Tahun Anggaran 2022 dlrencanakan ;sebesar

terdiri’atés:
a. Penerimaan pemblayaém dan
b Pengeluafan pbmblayaan

480; :
pﬁluh Juta ln_na ratus Sembllanbélas nbu ’uga ratus tuJuh pulﬁh delapan zLuplahJ ya:hg

Pasal 13

(1) Anggaran penenmaa_n pemb1ayaan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 12 huruf
a direncanakan sehesar Rp. 586.480,519.378,00 (lea ratus. delapan puluh
enam: milyar:empat ratus delapafl puluh juta, lima ratus sembilanbelas ribu tiga
ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas A .
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f. - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan. ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘
Sisa lebih perhitungan anggara.n tahun anggaran sebelumnya . sebagaumana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00
(Lima- ratus: delapan -puluh’ enam milyar empat ratus delapan’ puluh Juta l1ma'

ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh pulih delapan ‘rupiah). '
Pencairan dana cadangan .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Penierimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
d1reincanakan sebesar Rp.0, 00 (nol rup1ah)

Penenmaan kemball pernberzan pinjaman daerah sebagaumana dimaksud’ pada
aya‘t (1 : humf e d1rendanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), .
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Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022,

dengan tata .cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan

Peraturan- Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan

kepada; leplnan DPRD selanjutnya disampaikan - dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
. biasa; o _

b. . pelaksanaan opera31 pencarian dan pertolongan dan/ atau _

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu keg1atan pelaya_nan;

publlk
Keperluan mendesak sebageumana d1maksud pada ayat (1) mehputl
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cerugian, yang leblh besar bagl Pemermt

: elompok

Belanja, dan

A "'nc1an Obyek Peﬁdapatan,

APBD yang D1k1a31ﬁka31 Menurut Urusan

. Pemetintahati’ “Daerah,
Orgamsam Program, Keg1atan Sub Kegiatan; Kelompok,
Jenis, Obyek, dan R1n01an Obyek Pendapatan, BelanJa dan
} Pemblayaan, a sl
S Rekap1tu1a81 Belanja Menunit':Urﬂusan Peme' ':"ri” af

“ Organisasi; Program Keglatan Serta Has‘il dan Suijeglatan
Beserta Keluaran » . : e e
Rékapltulaf-n Belanja Daer S asan. déh
Keterpaduan Urusan Pemerlntah Daerah dan" F‘ungsu Dalam
TR T Kerangka ’Pengelolaan Keuangan Negara .
tAmpiran VI . Rekapitulasi BeIanja Untuk Peménuhan SPM;-
LamParan VIIL . Smkroh1sas1 Program pada RPJ MD dengan Rancangan APBD
Lamp1ran Vi Smkromsam Program, Kegxatan dan Sub Keglatan padd'RKPD

" dah 'PPAS 'dengan Rancafigan’ APBD;’ o

', ! ’L' 2 -.f,?:'-'.i '

Lampiran IX Slnkromsas1 Program Pnontas Nasmnal dengan Program

: Bt g Prlontas Daerah ‘ SOEES AT :
. Lamplr&nx Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Ja ,Hat

Lampiran XI - Daftar Plutang Daerah’;” Vo

Lampiran _XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan anestasL’_‘ Daerah

Lamnya, - :
Lampiran XIII = Daftar . Perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
TRV S Daerah dan Aset Laln Lain; . S T
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14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;

15 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mlilai Berléku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 286-4 /2021



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah

1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN

1.02.0.00.0.00.1..

1.02.0.00.0.00.2..

1.02.0.00.0.00.3..

1.02.0.00.0.004..

1.03.0.00.0.00.1..

1.03.1.04.2.10.1..
CIPTA KARYA

1.05.0.00.0.00.1..

2.09.3.27.0.00.1..

2.11.0.00.0.00.1..

2.15.0.00.0.00.1..

2.16.2.20.2.21.1..

2.18.2.10.0.00.1..
PINTU

2.19.0.00.0.00.1..

2.22.3.26.0.00.1..

3.25.0.00.0.00.1..

3.27.0.00.0.00.1..

3.31.3.30.0.00.1..

4.01.0.00.0.00.01

5.02.0.00.0.00.1.,

5.02.0.00.0.00.2..

0000 DINAS KESEHATAN

0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD

0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD

0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD

0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN

0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0000 DINAS PERHUBUNGAN

0000 DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

0000 DINAS PERIKANAN

0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

0000 SEKRETARIAT DAERAH

0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD

0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran

34.860.000

16.689.890.219

59.145.000.000

204.400.000.000

37.456.166.000

815.761.504

15.000.000

2.160.000

227.500.000

110.000.000

14.037.320.160

540.000.000

3.240.000.000

135.000.000

3.282.872.000

512.500.000

12.140.762.760

75.000.000

3.213.207.741.298

245.320.732.000



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah Anggaran
1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN 1.149.267.555.139
1.02.0.00.0.00.1..0000 DINAS KESEHATAN 440.884.002.160
1.02.0.00.0.00.2..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD} BALUNG - BLUD 59.145.000.000
1.02.0.00.0.00.3..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD} DR SOEBANDI - BLUD 204.400.000.000
1.02.0.00.0.00.4..0000 RUMAH SAKIT DAERAH {(RSD)} KALISAT - BLUD 37.456.166.000

1.03.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  664.221.827.206

1.03.1.04.2.10.1..0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 219.765.575.695
CIPTA KARYA

1.05.0.00.0.00.7..0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.220.081.413
1.05.4.01.0.00.1..0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.487.742.591
1.06.0.00.0.00.1..0000 DINAS SOSIAL 21.524.726.635
2.07.0.00.0.00.1..0000 DINAS TENAGA KERJA 5.126.816.487

2.08.2.14.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 24.060.903.685
DAN KELUARGA BERENCANA

2.09.3.27.0.00.1..000C DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 14.052.200.784
2.11.0.00.0.00.1..0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 35.503.359.854
2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.613.901.615
2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.012.153.815
2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN 41.623.882.258
2.16.2.20.2.21.1..0000 DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA 39.038.025.475
2.17.0.00.0.00.1..0000 DINAS KOPERAS] DAN USAHA MIKRO 12.875.709.890

2.18.2.10.0.00.1..0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 7.001.298.876
PINTU

2.19.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 26.161.198.438



Perangkat Daerah

2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.23.2.24.0.00.1..0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.25.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERIKANAN

3.27.0.00.0.00.1..0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

3.31.3.30.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

4.02.0.00.0.00.1..0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

5.01.5.05.0.00.1..0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.02.0.00.0.00.1..0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD

5.02.0.00.0.00.2..0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.03.5.04.0.00.1..0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

6.01.0.00.0.00.1..0000 INSPEKTORAT

7.01.0.00.0.00.1..0000 KECAMATAN AJUNG

7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KALISAT

7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KALIWATES

7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KENCONG

7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN LEDOKOMBO

7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN MAYANG

7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MUMBULSARI

7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN PATRANG

7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PUGER

7.01.0.00.0.00.2..0000 KECAMATAN AMBULU

Anggaran

15.658.356.248

5.992.085.259

11.820.047.119

57.062.650.570

46.316.657.752

102.248.407.045

66.008.332.285

14.594.561.115

574.667.290.967

22.318.295.223

255.574.470.253

16.238.785.042

3.289.422.693

4.427.768.660

13.705.040.217

3.329.732.952

3.231.711.781

3.298.465.553

3.666.829.988

3.024.465.247

14.395.800.854

3.879.092.900

3.912.530.570



Perangkat Daerah

7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN RAMBIPUJI

7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMBORO

7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN SILO

7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SUKORAMBI

7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN SUKOWONO

7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SUMBERBARU

7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN SUMBERJAMBE

7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI

7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN TANGGUL

7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN TEMPUREJO

7.01.0.00.0.00.3..0000 KECAMATAN ARJASA

7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN UMBULSARI

7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN WULUHAN

7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN PANTI

7.01.0.00.0.00.4..0000 KECAMATAN BALUNG

7.01.0.00.0.00.5..0000 KECAMATAN BANGSALSARI

7.01.0.00.0.00.6..0000 KECAMATAN GUMUKMAS

7.01.0.00.0.00.7..0000 KECAMATAN JELBUK

7.01.0.00.0.00.8..0000 KECAMATAN JENGGAWAH

7.01.0.00.0.00.9..0000 KECAMATAN JOMBANG

8.01.0.00.0.00.1..0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran

3.564.407.949

3.357.493.039

3.830.021.962

2.715.389.431

3.703.239.196

3.631.218.727

3.547.894.593

12.937.986.647

4.853.119.125

3.095.784.160

3.313.630.287

4.348.686.700

3.582.579.829

4.592.814.856

3.438.899.218

3.994.294.791

3.707.827.149

3.221.055.537

3.689.804.680

3.311.461.979

8.328.243.155



Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten

Jember
Nomor
Tanggal

04 Tahun 2021
27 Desember 2021

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

KABUPATEN JEMBER

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumliah

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 648.584.268.098
4101 Pajak Daerah 248.621.940.000
4.1.02 Retribusi Daerah 47683673929
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.102.248.169
4104 Lain-lain PAD yang Sah 346.176.406.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.055.251.411.788
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.790.207.210.000
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 265.044.201.788
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 107.552.586.055
4301 Pendapatan Hibah 21434337465
43.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 86.118.248.590
Jumlah Pendapatan 3.811.388.265.941

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 2.969.492,258.828
5.1.01 Belanja Pegawai 1.606.174.905.464
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.224.747.006.747
5.1.05 Belanja Hibah 90.075.575.617
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 48.494.771.000
5.2 BELANJA MODAL 904.540.910.444
5.2.01 Belanja Modal Tanah 75.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.899.375.167
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.288.472.383
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 619.590.833.919
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.687.228.975
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 44.393.322.131
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 44.393.322.131
5.4 BELANJA TRANSFER 479.442.293.916
5.4.01 Befanja Bagi Hasil 22.065.196.660
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 457.377.097.256
Jumlah Belanja 4.397.868.785.319
Total Surplus/(Defisit) {586.480.519.378)




Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten

Jember
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021
KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 586.480.519.378
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 586.480.519.378]
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 5}6.48&1 9.378
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN : el 0
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah /x\ /. 0
Jumlah Pengelwﬁify#p/' 0
~ Pembidyaan Netto| | | 586.480.51 9.378]
/ i |
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun BerkerEaH/ /J |/ { fl ]’ = 1 I.'l 0
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